SPD MASA AWAL KEMERDEKAAN – DEMOKRASI TERPIMPIN (2) PERIODE 1959 – 1967
SPD BERDASARKAN PENPRES NO. 6 TAHUN 1959 DAN PENPRES NO. 5 TAHUN 1960

· Kedua Penpres ini menarik posisi pemerintah daerah ke bawah pengawasan pemerintah pusat, baik melalui mekanisme pemilihan maupun lewat figure yang diangkat.

· Negara Indonesia dibagi ke dalam Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

· Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daeraah dan DPRD, dengan pimpinan di tangan Kepala Daerah.

· Kepala Daerah adalah pegawai Negara, diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah Pusat, tidak bertanggungjawab kepada DPRD (yang boleh mencalonkannya), dan menjadi Ketua DPRD.

· Kepala Daerah dan DPRD memegang kekuasaan legislatif.

· Kepala Daerah dibantu oleh Badan Pemerintah Harian (BPH) yang keanggotaannya dicalonkan oleh DPRD dan memiliki satu buah Sekretariat.

· Sebagai aparat pusat, Kepala Daerah bertugas : (1) mengurus ketertiban dan keamanan umum; (2) menjamin koordinasi antarjawatan pusat di daerah dan anatara jawatan pusat dengan daerah; (3) mengawasi pemerintah daerah; dan (4) menjalankan kewenangan pusat yang lain.

· Sebagai aparat daerah, kepala daerah menajalankan kekuasaan eksekutif, baik dalam urusan otonom maupun tugas pembantuan, dimana kekuasaannya tidak bersifat kolegial tapi tidak boleh meninggalkan permusyawaratan.
SPD BERDASARKAN UU NO. 18 TAHUN 1967

· Wilayah Negara RI dibagi secara bertingkat ke dalam 3 (tiga) tingkatan daerah, yaitu:

a) Provinsi atau Kotaraya sebagai Dati I;

b) Kabupaten atau Kotamadya sebagai Dati II;

c) Kecamatan atau Kotapraja sebagai Dati III.

· Kepala daerah tidak lagi merangkap sebagai ketua DPRD dan dibantu seorang Wakil Kepala Daerah;

· Kepala daerah dan anggota Badan Pemerintahan Harian tidak dilarang menjadi anggota partai politik;

· Daerah istimewa akan dihapus.

